WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 telah
ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

Menimbang

o

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, koordinasi dan
kebutuhan daerah maka perlu mengadakan perubahan terhadap
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang—-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741 ) ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2008 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF
AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR,;



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 ayat b, angka 3 ayat c diubah,
huruf ¢ setelah angka 3 ditambah angka 4 dan ayat a, b, c serta
huruf d angka 1 ayat c, angka 3 ayat b dan c diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 terdiri dari :

b. Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I)
1. Bagian Pemerintahan
b) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
3. Bagian Organisasi
¢) Sub Bagian Aparatur;

c. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II)
4. Bagian Kerjasama;
a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
¢) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama;

d. Asisten Adminstrasi Umum (Asisten III)
1. Bagian Keuangan
€) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
3. Bagian Pengelolaan Aset Daerah
b) Sub Bagian Distribusi dan Pemanfaatan Aset; dan

¢) Sub Bagian Penatausahaan Aset;

2. Lampiran Peraturan Daerah Kota Denpasar Tanggal 24 Desember
2008 Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Denpasar diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR;

1 UuMuM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentanc
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerjc
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotz
Denpasar;

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, koordinasi dan kebutuhar
daerah maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor ¢
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dar
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

IL. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas
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Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2011

WALIKOTA DENPASAR,

.

}ﬂ RAI DI-IV\RMAWIJ A MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

Al

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 12
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WALIKOTA DENPASAR,




